BABII
UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Utang Piutang
Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan

“dayn” ( o> ). Istilah “dayn” ( .»» ) ini juga sangat terkait dengan istilah
“gard’ ( _»3 ) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman.

Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah igrad
atau gard. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-
Malibary, dalam kitab Fath al-Mu’in beliau mendefinisikan igrad dengan
memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan
sama dengan yang diutangkan.! Dalam pengertian umum, utang piutang
mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak
tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam figih dinamakan mudayanah atau
tadayyun’

Utang piutang (gard) menurut bahasa artinya a/-qgat ‘v (memotong).
Dinamakan demikian karena pemberi utang (mugrid) memotong sebagian
hartanya dan memberikannya kepada pengutang.’ Secara istilah, menurut
Hanafiyah gard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan

untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang

' Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in 2, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: Al-
Hidayah, tt), 248.

* Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 151.

3 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 274.
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dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada

orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.*

Madhhab-madhhab yang lain mendefinisikan gard sebagai bentuk
pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan
ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama
dengan harta yang diambil, hal itu dimaksudkan sebagai bantuan kepada
orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mithliyat (barang
yang memiliki kesepadanan dan kesetaraan dipasar), hewan dan barang
dagangan.” Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan
pengertian utang piutang (gard), antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah, gard adalah harta yang
diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau
dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan
harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan
yang sepadan dengan itu.

2. Menurut ulama Malikiyah, gard adalah penyerahan harta kepada orang
lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.’

3. Menurut ulama Hanabilah, gard adalah penyerahan harta kepada
seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta

yang serupa sebagai gantinya.

* Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatubu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani
(Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), 373-374.
5 .
Ibid.
6 Azharudin Lathif, Figh Muamalah (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.
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4. Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh Sunnah memberikan definisi gard
sebagai harta yang diberikan oleh mugrid (pemberi pinjaman) kepada
mugqtarid (orang yang meminjam), agar mugqtarid mengembalikan yang
serupa dengannya kepada mugrid ketika telah mampu.”

5. Menurut Hasbi as-Siddiqi utang piutang (gard) adalah akad yang
dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut
mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta
tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang
tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan
pengertian ini maka gard memiliki dua pengertian yaitu: /’arah yang
mengandung arti fabarru’ atau memberikan harta kepada seseorang dan
akan dikembalikan, dan mu’awadah karena harta yang diambil bukan
sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan
dibayar gantinya.®

Sehingga dengan demikian, utang piutang (gard) adalah adanya
pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak
yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan
perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam
jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad
yang bercorak fa‘awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi

kebutuhannya.

7 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Terj. Abu Syauqina (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 115.
¥ Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqiy, Pengantar Figih Muamalah (Semarang: PT. Pustaka
Rizki, 2001), 103.
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B. Dasar Hukum Utang Piutang
Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur’an
dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada
perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong

serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt :

..9\53:35 £Y! RN s3adlls JJ‘ PN P

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan permusuhan...” (QS Al-Maidah : 2)°

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi,
yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian

utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah

kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat a/~-Hadid ayat 11 :
A5 ot i U daaa es ol 2o 8 o005

Artinya: “Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang
yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan)
pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang
banyak.”"’

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong
agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal
menafaqahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan diganti

dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, Allah Swt juga

memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip

? Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahannya..., 106.
" Ibid., 538.
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syariah. Yaitu aturan agar setiap utang piutang hendaknya dilakukan secara

tertulis.'' Ketentuan ini terdapat pada surat a/-Bagarah ayat 282:

S ISy R 2 el ) gy 2015 18 e el
Al YUy crdadls ATATe Ul O of s8 ol ¥y sl Lo
jlg@@twdn\uguu ulfmuupw&j, B 505 5adl ale
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e Lgds)
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan
jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya...”"?

A\
\
——m

Selain itu juga dasar hukum utang piutang terdapat di dalam surat

al-Baqarah ayat 283:

-

LA AR T A E RS2 A P T I
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""" Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (Bogor: Prenada Media, 2003), 223.
"2 Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahannya..., 86-87.
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya)”... (QS.al-Baqarah : 283)."

Selain dasar hukum dari al-Qur’an di atas, terdapat pula dalam hadis

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut:

déﬂ‘w}o////d&ﬂ‘yﬂ‘d UJJLAJ‘&‘JQ
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Artinya: “Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Saw bersabda :

“Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga
tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan
belas kali lipat. Aku bertanya: “Wahai Jibril, mengapa hutang itu
lebih mulia daripada shadagah?”, ia menjawab, “Karena peminta-
minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan
meminjam kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan
Baihaqi).

Berdasarkan hadis tersebut di atas, memberikan utang kepada orang

yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia daripada bersedekah.

Sedangkan dasar hukum utang piutang salah satunya terdapat dalam hadis

Nabi Muhammad Saw :

fﬂwwuguijwy@w
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Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda. tidakkah

seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain

B Ibid., 72.

" Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Juz 3 (Beriut : Dar al-Fikr, tt), 154.
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sebanyak dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti
sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)."

Hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan utang kepada
seseorang pada saat ia membutuhkan sebanyak dua kali, maka nilai
pahalanya sma dengan memberikan sedekah sekali.

Dari ayat al-Qur’an dan hadis di atas, dapat digambarkan
bahwasannya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Dan Allah
Swt pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang
berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan. Dan
untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan
menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan.

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai
kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat
manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.
Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari
kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan
segenap kebutuhan umatnya.'®

Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum fak/ifi,
yang terkadang di hukumi boleh, makruh, wajib dan terkadang haram, hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam

kitabnya /’/lam al-Muwaqqi’in sebagaimana berikut :

'> Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, No.2421, Terj. Ahmad Taufiq
Abdurrahman (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 414.

' Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001),
132-133.
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Artinya: “Berubahnya fatwa hukum dan perbedaannya dengan
memperhitungkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, adat dan

niat”.

Sebagaimana contoh ayat di atas, hukum dari pemberian utang yang
awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan
jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga
yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus
resep obat yang diberikan oleh dokter.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau
perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan
hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi
mendapatkan keuntungan besar. Dan diharamkan pula bagi pemberi utang
mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang. Karena itu
termasuk riba. Utang piutang tersebut dimaksudkan untuk mengasihi
manusia, dan menolong mereka menghadapi berbagai urusan, bukan untuk
mencari keuntungan atau untuk mengekploitasi orang lain.

Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan
keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan
sebelumnya. Namun jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan

merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa.'® Dalam hal ini

dijelaskan dalam firman Allah Swt :

Y Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I’/am al-Muwaqqi’in (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 2005) 11.
'8 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu..., 379-380.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan
lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang
yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu.
Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu
modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”."

Juga telah diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad Saw:

G 545 G5 55 o5 S

Artinya: “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”.*’

Yang dimaksud mengambil manfaat dari hadis di atas ialah
keuntungan atau kelebihan pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang
piutang atau yang telah ditradisikan untuk menambah pembayaran, hal
tersebut termasuk riba. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah
kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang
diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi
kebaikan bagi si pemberi hutang.*' Karena ini terhitung sebagai al-husnu al-

gada‘(membayar utang dengan baik). Sebagaimana hadis Nabi Saw:

Ao sl i o a2 L Jad 08 Ju’*’“\wjofﬁd$u;
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" Departemen Agama RI, A/-Qur’an Terjemahannya..., 75.
% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah..., 216.
! Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh..., 224-225.
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Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah Saw pernah

mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu
menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa
kesal sahabat-sahabat Nabi Saw kepadanya. Akan tetapi Nabi Saw
bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak
menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para
sahabat beliau). Belikanlah seekor unta muda, kemudian
berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak
mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau
bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah
kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang
yang membayar hutang”. (HR. Bukhari).

Dari hadis tersebut jelas bahwa pengembalian yang lebih baik itu

tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif dari orang yang berutang.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama figih

mengenai boleh tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang, yaitu :

1. Menurut ulama Hanafiyah, keuntungan yang dipersyaratkan itu

diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam

akad, maka diperbolehkan.” Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa

tidaklah sah akad gard yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah

riba. dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam.**

2. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa gard yang mendatangkan

keuntungan tidak diperbolehkan seperti seribu dinar dengan syarat

dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau

dikembalikan lebih banyak daripada itu.

*? Imam Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz 2, Bab Husnul Qadha’ No. 2263.
» Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatubu..., 379.

* 1bid., 380.
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3. Menurut ulama Hanabilah bahwa pengembalian gard pada harta yang
ditakar/ditimbang harus dengan sejenisnya. Adapun pada benda lainnya
yang tidak ditakar dikalangan mereka ada dua. Pertama, sebagaimana
pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada akad gard Kedua,
mengembalikan benda sejenis yang mendekati Qard pada sifatnya.”

4. Menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya Figih Sunnah jilid 5, bahwa
debitur tidak boleh mengembalikan kepada kreditur kecuali apa yang
telah diutangnya atau yang serupa dengannya. Sesuai dengan kaidah figih:
“Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba’. Namun
keharaman itu berlaku apabila manfaat dari piutang disyaratkan atau telah
dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak
dikenal dalam tradisi maka debitur boleh membayar utangnya dengan
sesuatu yang lebih baik kualitas atau kuantitasnya.26

5. Menurut Syaikh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi
mugrid (pemberi utang) menerima kemanfaatan yang diberikan
kepadanya oleh mugtarid (penerima utang) tanpa disyaratkan sewaktu
akad. Misalnya: kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian lebih
baik daripada yang telah mugtaridterima.”’

Pendapat para ulama figih tersebut memang bervariasi. Namun
dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan dalam pengembalian utang akan

boleh (mubah) untuk diterima oleh mugrid (pihak yang memberi utang)

* Tbid.
*% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah...,119.
27 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in Jilid 2..., 212
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dengan syarat bahwa kelebihan itu tidak disyaratkan di awal akad serta
tambahan tersebut bukan merupakan tradisi/kebiasaan yang dilakukan
masyarakat. Artinya kelebihan itu hanya ada bila sebagai rasa terima kasih
muqtarid (penerima utang) kepada mugrid (pemberi utang).

Pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah
diperbolehkan menurut hukum Islam, yakni pihak-pihak yang berhubungan
dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan
guna tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan
semua pihak.”® Akan tetapi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak
tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis.” Sehingga
diharapkan dalam berlansungnya suatu akad sampai berakhirnya akad
tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara
sederhana adalah tetapnya suatu unsur keridaan dan terwujudnya keadilan

dalam bermuamalah bagi semua pihak.

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang
Dalam utang piutang (gard), terdapat pula rukun dan syarat seperti
akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang
piutang (gard) sendiri ada tiga, yakni:
1. ‘Agid yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari mugrid
(pemberi utang) dan mugqgtarid (penerima utang).

2. Ma’qud ‘alayh yaitu barang yang diutangkan.

** Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, Jami u al-Figh, Juz 4 (Riyad : Dar al-Wafa’, 2005), 108.
29 11
Ibid., 110.
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3. Sighat al-‘agqd yaitu ungkapan ijab dan gabul, atau suatu persetujuan
antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.*

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang
piutang ada empat macam yaitu:

1. Orang yang memberi utang

2. Orang yang berutang

3. Barang yang diutangkan (objek)
4. Ucapan ijab dan gabul (1afadz).”!

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi
apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri.
Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah
prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus
terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah :

1. ‘Agid(orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan
sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang
adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai
kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat
yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum), yaitu orang
yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

a. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)

% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), 173.
3! Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam..., 137.
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b. Berakal sehat
c. Orang tersebut mau dan bisa berpikir.*?

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan
perbuatan hukum apabila telah sampai masa famyiz, telah mampu
menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan
yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat
membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi’i
mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak
kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz) orang
gila, hamba sahaya, walaupun mukallafdan orang buta.”

Sementara dalam a/-Fighu al-Sunnah dikatakan bahwa akad orang
gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau
memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya.
Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih
akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin
walinya.’* Disamping itu, orang yang berutang piutang hendaklah orang
yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan
akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat
terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang

dilakukan karena adanya unsur paksaan.’’

32 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta : Kencana, 2013), 12-16.

3 M. Dumairi Nor dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 104.
** Sayyid Sabiq, al-Fighu al-Sunnah..., 38.

3% Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah..., 58.
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2. Objek Utang (Ma’qud ‘alayh)

Ma’qud ‘alayh atau objek yang dijadikan utang piutang adalah
satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang,
disamping adanya i7jab gabul dan pihak-pihak yang melakukan utang
piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila
terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang.

Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan
penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

b. Dapat dimiliki

c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang

d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.*

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan
yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah
benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu
habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya
dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama.

Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang
dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang.
Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang

memberi hutang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang

3% Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah, Juz 2 (Beirut : Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1996), 304.
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dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang
piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah
karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut
tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi
utang-piutang.

3. Ijab dan Qabul (S7ghat al-‘aqd)

Sighat Akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai
perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak
kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan,
tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang
adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah
menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Sighat akad sangat penting dalam
rukun akad. Karena melalui akad tesebut maka akan diketahui maksud
dari setiap pihak yang melakukakan transaksi, Sighat akan dinyatakan
melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami

b. Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian

c. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-
masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.37

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (gard) adalah
sebagai berikut:

a. Besarnya pinjaman (gard) harus diketahui takaran atau jumlahnya.

7' M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
2002), 104.
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b. Sifat pinjaman (gard) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.*®

c. Pinjaman (gard) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi
tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang
bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.*’

Perlu dikatahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut
keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:

a) Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad,
memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara’, sesuai dengan
kebiasaan masyarakat ( “ urf).

b) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria
dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun
ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya mauguf (berhenti
dan tertahan untuk sementara).

c) Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih
dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya,

akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.*’

D. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang
Di samping adanya syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga
terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus

diperhatikan dalam masalah utang piutang ( Qard), yaitu:*'

% Ismail Nawawi, Figih Muamalah (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 110.
** Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), 546.
" Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu..., 203-205.
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1. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
2. Etika bagi pemberi utang (mugrid)

a. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi
yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.

b. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.

c. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.

d. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan
dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Sebagaimana firman
Allah dalam surat a/-Bagarah ayat 280.

SRl 25 o) 2T WA ofg s ) S 5285 06 b5
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan
kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan,
dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*
3. Etika bagi orang yang berhutang (muqtarid)

1) Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin

melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab

orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu, maka

ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

Had o JB s e B Jo Al Jely OF 2 W wjgﬁ}i%\&é

e

Artinya: “Melambatkan membayar hutang padahal dia mampu, maka
termasuk zalin?”. (HR. Bukhari Muslim).*

1 Armen Halim Naro, Etika Berhutang, on line, http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/0,
diakses tanggal 25 April 2015.

** Depatermen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnnya..., 83.

“Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-MunZiri, Mukhtasir Sahih Muslim, Terj. Syinqity
Jamaluddin dan Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan, 2000), 522.
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2) Pemberi utang (mugrid) tidak boleh mengambil keuntungan atau
manfaat dari orang yang berutang (mugtarid) dalam bentuk apapun.
Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan
manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah.
Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang
dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang (mugrid) kepada si
penghutang (muqtarid).

3) Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuk
tujuan yang buruk seperti: berutang untuk foya-foya (bersenang-
senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak
diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang
dengan niat tidak akan melunasinya.

4) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang
yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang,
karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang
menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi
pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud

tolong menolong menjadi permusuhan.**

E. Berakhirnya Akad Utang Piutang
Akad utang piutang (gard) berakhir apabila objek akad (garad) ada

pada mugqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan

* Alwi Musa, Utang Piutang Dalam Islam, http://www.eckonomiislamindonesia.com/08/utang-
piutang-dalam-islam.html. Diakses tanggal 25 April 2015.
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kepada mugrid (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh
tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan
pengembalian garad hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad gard itu
berlangsung. Tetapi apabila si mugrid (kreditur) meminta pengembalian
garad di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak
menyulitkan si mugtarid (debitur).

Akad utang piutang (gard) juga berakhir apabila dibatalkan oleh
pihak-pihak yan berakad karena alasan tertentu. Dan apabila mugtarid (orang
yang berhutang) meninggal dunia maka gard atau pinjaman yang belum
dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban
melunasi hutang tersebut. Tetapi garad dapat dianggap lunas atau berakhir
jika si mugrid (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan

menganggapnya lunas.



